RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Studi Kualitatif tentang

Reshuffle Kabinet II: Kinerja Kabinet Kerja

Jakarta, 15 November 2015

Tentang Laporan

Laporan Studi Kualitatif bertajuk Reshuffle Kabinet II: Kinerja Kabinet Kerja, merupakan laporan studi SETARA Institute yang ditujukan untuk memberikan gambaran kualitatif terhadap kinerja menteri-menteri yang telah 1 tahun bekerja. Gambaran kualitatif ini ditujukan pula untuk menggenapi laporan-laporan survey yang disusun berdasarkan pendekatan kauntitatif oleh lembaga-lembaga survey, baik yang menggunakan pendekatan survey persepsi publik maupun pendekatan rating liputan media. Studi kualitatif ini dapat membantu menggambarkan kinerja para menteri secara lebih mendalam tidak terbatas pada isu-isu yang dirasakan dan berdampak langsung oleh dan pada masyarakat tetapi juga menakar seberapa jauh implementasi perencanaan yang sudah disusun saat awal menjabat hingga 1 tahun masa kepemimpinan seorang menteri.

Metodologi
Sebagai laporan kualitatif, maka pendekatan utama dalam studi ini adalah studi dokumen yang berfokus pada dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian maupun prioritas-prioritas kerja yang menjadi target utama kinerja kementerian. Selanjutnya, studi ini juga menggunakan laporan kerja pemerintah yang disampaikan oleh kementerian kepada publik. Selain itu, untuk merekam berbagai dinamika di tubuh kementerian, Laporan ini menggunakan liputan media sebagai sumber data.

Dalam menyusun laporan ini, SETARA Institute mengadopsi 4 variabel  dan 7 indikator sebagai alat ukur, yaitu: [1] Kepemimpinan dengan indikator utama komunikasi politik. [2] Dukungan Politik Parlemen dengan indikator sumber rekrutmen menteri [3] Kinerja dengan indikator perencanaan, serapan anggaran, dan capaian kinerja. [4] Kompetensi dengan indikator latar belakang pendidikan dan pengalaman menteri. Dari masing-masing variabel, SETARA Institute melakukan input data yang bersumber dari sejumlah dokumen dan pemberitaan media. Termasuk yang utama membandingkan antara perencanaan kementerian dengan capaian kinerja setelah 1 tahun masa jabatan. Laporan ini memperlakukan metodologi yang sama untuk mengkaji kinerja menteri-menteri yang menjabat belakangan, hasil reshuffle I pada 12 Agustus 2015 lalu.

Setelah melakukan input data, SETARA Institute memberikan skor (scooring) pada masing-masing kementerian, dengan skala 1-5. Angka 1 untuk skor terburuk dan angka 5 untuk skor terbaik. Skor moderat untuk skala 1-5 adalah 3 (sedang). Angka moderat untuk skor . Tujuh (7) indikator yang menjadi alat ukur selanjutnya diberi bobot berdasarkan signifikansi dan urgensi variabel tersebut pada kinerja menteri. Skor dari masing-masing kementerian kemudian dikalihkan dengan bobot pada masing-masing indikator. Untuk memperoleh jumlah skor akhir, SETARA Institute kemudian menjumlahkan seluruh skor untuk seluruh indikator dan membagi rata dengan bilangan pembagi 7, sesuai jumlah indikator yang menjadi alat ukur. 
Bobot masing-masing indikator adalah sebagai berikut: Komunikasi (3); Perencanaan (2); Serapan Anggaran (2); Capaian Kinerja (5); Latar Belakang Pendidikan (1); Pengalaman (2); dan Dukungan Politik (3).
Temuan-temuan

1. Dukungan dan basis politik untuk menjadi seorang menteri adalah kebutuhan utama dalam konteks sistem pemerintahan presidensial semu, dimana parlemen masih memiliki kekuasaan penuh mempengaruhi kinerja menteri. Semestinya, dalam sistem presidensial, menteri-menteri dapat bekerja dengan khidmat karena secara legal berlindung di balik veto presiden yang lazimnya melekat pada seorang presiden dalam sistem presidensial. Tetapi, karena sistem presidensial Indonesia tidak purely presidential, maka dukungan politik parlemen pada menteri-menteri merupakan faktor penentu yang mempengaruhi kinerja kementerian. Realitas politik ini kemudian menjadikan menteri-menteri yang tidak berasal dari partai politik seringkali kehilangan dukungan parlemen dalam menjalankan tugasnya. Fungsi legislasi DPR memungkinkan DPR memveto sebuah RUU dari kementerian yang tidak disukainya. Demikian juga fungsi bugeting yang menjadikan menteri tidak memiliki posisi kuat di hadapan parlemen. Sementara untuk fungsi pengawasan, DPR dengan mudah mengganggu konsentrasi menteri dalam bekerja, karena model pengawasan DPR melampaui kewenangannya, dari yang hanya berwenang mengawasi kinerja menteri dalam menjalankan UU menjadi pengawas proyek-proyek kementerian dan pengawas kasus demi kasus. 
Tabel 1: 
10 Peringkat Kinerja Terbaik Menteri Kabinet Kerja
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2. Menteri-menteri yang berasal dari partai politik, yang selama ini dianggap memiliki kepatuhan ganda (baca: pada presiden dan partai politik) dan berdampak pada buruknya kinerja kementerian, di tahun pertama Kabinet Kerja ini belum membukukan catatan buruk, sebagaimana selama ini dipersepsikan oleh banyak pihak. Dari 34 Kementerian dan 3 lembaga setingkat Kementerian (Setkab, BIN, Kejaksaa Agung), studi evaluatif SETARA Institute menemukan 10 menteri/pejabat setingkat menteri diduduki oleh 3 menteri non parpol dan 7 menteri parpol. (Lihat Tabel 1: 10 Peringkat Kinerja Terbaik Menteri Kabinet Kerja).
3. Menteri yang berlatar belakang non parpol seperti Susi Pujiastuti (skor: 8,29), Anis Baswedan (7,57), dan Retno LP Marsudi (7,00) membukukan skor tinggi utamanya ditopang oleh variabel kompetensi dan kepemimpinan. Meskipun minim dukungan politik, menteri-menteri tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Namun demikian, ketiga menteri non parpol tersebut bukan tidak mempunyai catatan buruk. Meskipun menduduki peringkat I cara Susi Pujiastuti ‘ngambek’ di ruang publik dalam merespons kebijakan kontroversial Menteri Perdagangan Thomas Lembong dianggap mengganggu kondusivitas kinerja kabinet. Susi, sebagai menteri pemenang dalam tangga survey-survey, sebenarnya memiliki terobosan progresif. Tetapi minimnya dukungan politik atas Susi membuatnya seolah berjalan sendiri menghadapi tantangan illegal fishing yang sudah berurat akar. Tidak pelak, kebijakannya membakar dan menenggelamkan kapal-kapal “kecil” dicibir oleh banyak pihak. Kebijakannya yang mereformasi moda dan alat tangkap ikan juga dianggap merugikan nelayan kecil. Susi lupa menyiapkan jaring pengaman bagi nelayan menghadapi masa transisi dalam hal menagkap ikan.
4. Anis Baswedan, pemikir berintegritas yang menjadi Mendikbud, dianggap abai dalam mengutamakan pendidikan karakter dan kebhinekaan yang sebenarnya dapat menopang gagasan kebudayaan revolusi mental. Anis juga gagap memimpin kementerian ini, terlihat dalam berbagai kebijakan tarik ulur terkait kurikulum 2013, pendidikan bagi anak korban asap, dan kecolongan dalam RUU Kebudayaan yang memasukkan ihwal tembakau dan kretek sebagai warisan budaya bangsa. Anis, dengan kapasitasnya, semestinya mampu membawa Kemendikbud melahirkan terobosan mendasar dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Rencana penyelenggaraan ujian ulang untuk Uji Kompetensi Guru, selain menyusahkan guru-guru, juga menimbulkan keresahan massif di kalangan pendidik. Anis juga abai dalam mengawal implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kebijakan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Sekalipun secara formal sudah dihilangkan, fakta di lapangan RSBI masih beroperasi.
5. Retno LP Marsudi membukukan skor baik karena kompetensi dan akurasi capaian kinerja Kementerian Luar Negeri, karena urusan Kemenlu adalah urusan reguler yang sudah berjalan sebagai business as usual. Sekalipun masuk pada 10 besar menteri berkinerja baik, Retno belum melahirkan terobosan progresif. Diplomasi hak asasi manusia, termasuk meyakinkan dunia internasional terkait eksekusi mati WNA adalah yang terburuk dari Retno. Demikian juga isu adanya penggunaan jasa kantor konsultan untuk meloby Barrack Obama agar menerima kunjungan kerja Jokowi. Respons Kemenlu yang membingungkan publik atas pelaksanaan International People’s Tribunal (IPT) kasus 1965 juga dianggap catatan buruk untuk Retno.

6. Penekanan catatan pada menteri-menteri non parpol ini diperlukan, karena menteri-menteri tersebut diangkat yang utama karena kompetensinya yang meyakinkan dapat mengelola Kementerian. Dengan modal kompetensi dan integritasnya, menteri non parpol semestinya menunjukkan kinerja di atas rata-rata menteri yang berasal dari partai politik, yang seringkali diasosiasikan sebagai tidak profesional. Tetapi, justru karena tidak memiliki afiliasi politik kepatuhan menteri non parpol seringkali tidak bisa dideteksi.
7. Selanjutnya, 7 menteri yang berlatar belakang partai politik juga menduduki peringkat 10 besar. Capaian kinerja menteri parpol ini selaras juga dengan apresiasi publik yang ditunjukkan melalui berbagai survey kinerja kabinet. Tjahjo Kumolo dan Pramono Anung, adalah menteri asal PDIP terbaik dan menduduki peringkat II dan VI. Di urutan III terdapat Ferry Mursidan Baldan (Nasdem), Sementara menteri asal PKB, M. Hanif Dakhiri dan Marwan Ja’far masing-masing menduduki peringkat IX dan X. Di peringkat VII terdapat Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin. Satu lagi menteri parpol yang menduduki peringkat 10 besar adalah Yuddy Chrisnandi di urutan V (Hanura).  

8. Selain berhasil menduduki peringkat 10 besar terbaik, 7 menteri asal partai politik juga tidak berkontribusi menimbulkan kegaduhan politik yang mengganggu dinamika kinerja kabinet. Namun demikian, 7 menteri asal parpol tersebut bukan tanpa catatan buruk. 

9. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang dianggap populer dalam studi ini tidak mampu menduduki 10 besar menteri terbaik, karena tidak adanya dukungan dan basis politik kuat yang mampu menopang berbagai kebijakannya. Jonan misalnya, meskipun memiliki gaya pencitraan paling baik, justru gagal mengkontribusikan keahliannya dalam mengurus PT KAI untuk memajukan kinerja Menteri Perhubungan. Jonan yang dalam survey selalu dianggap sebagai menteri populer, ternyata tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan. Kasus mutakhir yang melilit namanya adalah kisruh PT Pelindo dan rencana pembangunan bandara Lebak, Banten. Jonan dianggap melampaui kewenangan Jokowi dalam menentukan status proyek bandara itu. Sementara, Jonan juga belum berhasil menata sektor penerbangan, khususnya tindakan preventif maksimal memastikan kecelakaan pesawat terbang. Jonan memang berhasil mengelola PT KAI tetapi kapasitasnya belum mencukupi untuk mengelola sektor perhubungan secara holistik. Kementerian Perhubungan yang menjadi penopang sektor maritim, program unggulan Jokowi, masih berjalan tanpa desain dan arah yang jelas. Sebagai menteri non parpol, kepatuhan Jonan juga sulit dideteksi.

10. Menteri Populer lainnya yang tidak masuk 10 besar adalah Khofifah Indar Parawansa.  Sekalipun kinerja Kemensos ini tinggi, rendahanya dukungan politik pada Khofifah menjadi penyebab rendahnya peringkat Menteri asal NU ini. Terakhir, Khofifah gagap dalam soal penanganan asap. 
11. Pada peringkat 10 Menteri Berkinerja Buruk terdapat 2 menteri/pejabat setingkat menteri asal partai politik, yakni Menkum HAM Yasonna H Laoly (PDIP) dan Jaksa Agung H.M. Prasetyo (Nasdem). Sisanya, 8 menteri justru berasal dari kalangan profesional (non parpol). Dalam 8 menteri ini terdapat Rizal Ramli, Arif Yahya, Sudirman Said, Nila F Moeluk Rini M Soemarno, Bambang Brojonegoro, dan Luhut Binsar Panjaitan. 
Tabel 2:
10 Peringkat Kinerja Terburuk Menteri Kabinet Kerja
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12. Catatan buruk untuk kinerja menteri/pejabat setingkat menteri yang berasal dari partai politik dialami oleh Jaksa Agung H.M Prasetyo yang berasal dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). H.M. Prasetyo diragukan integritasnya akibat politik kekerabatan partai yang dikaitkan dengan kasus pengamanan kasus yang dialami oleh Gubernur Sumatera (non aktif)  Utara Gatot Pujo Nugroho. Selain dengan karena kasus tersebut, H.M. Prasetyo juga dinilai berkinerja buruk karena memprakarsai rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang dianggap banyak kalangan bermain politik di tengah kisruh yang dialami Partai Golkar dan PPP. Yasonna yang gegabah dengan membela Golkar kubu Agung Laksono dan PPP kubu Romahurmuzy dianggap menjalankan agenda partai yang telah mengganggu stabilitas politik dalam negeri. Perangai buruk Menteri Hukum dan HAM juga dipicu oleh kontroversi revisi KUHP dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi.
13. Selain Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM, dalam hal menjaga integritas dirinya sebagai menteri dan terkait isu kepatuhan ganda, menteri-menteri yang berasal dari partai politik masih menunjukkan integritas memadai dan menunjukkan kepatuhan pada presiden, sesuai tugas pokoknya sebagai pembantu presiden. Menteri-menteri yang berasal dari partai politik juga tidak menampilkan kepemimpinan kontroversial yang menimbulkan kegaduhan politik dan menyita energi publik. Meski tidak kontroversial, menteri-menteri parpol tidak selalu dan berarti berkinerja baik.
14. Sementara, menteri-menteri yang berasal dari kalangan profesional (baca: bukan berasal dari partai politik), justru sebagiannya menunjukkan kinerja yang kontroversial. Menteri BUMN Rini Soemarno adalah menteri yang paling tidak disukai oleh parlemen. Terbukti, dalam menjalankan tugasnya, Menteri Rini memperoleh banyak kritik dan penolakan simbolis dari parlemen, dengan gagalnya anggaran penyertaan modal negara pada BUMN masuk dalam APBN 2016.  Bukan hanya bersitegang dengan Rizal Ramli, Rini juga dianggap mengganggu dinamika kabinet, karena PDIP sebagai partai utama pengusung Presiden Jokowi hingga kini belum menerima keberadaan Rini, sekaligus terus menerus mengganggu. Lemahnya dukungan politik pada Rini telah menyulitkan kinerja Kementerian BUMN.

15. Menteri non parpol lainnya, yang juga tidak menunjukkan kinerja memuaskan adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Amran adalah menteri non parpol, tetapi mendapat kedudukannya karena menjadi tim relawan Jokowi saat Pilpres. Selain belum memiliki pengalaman memadai, sebagai tim relawan, Amran tidak memiliki dukungan politik kuat di parlemen. Amran dianggap gagal dalam mengendalikan harga daging sapi, harga beras, mengendalikan impor beras, dan yang utama adalah gagal mewujudkan capaian berjenjang progran swasembada pangan yang menjadi program prioritas Jokowi-JK. Menteri ESDM Sudirman Said dikenal sebagai menteri yang berintegritas. Hanya saja, karena berlatar belakang non parpol, kepatuhannya tidak jelas. Banyak pihak mengaitkan Sudirman Said dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan karena itu Sudirman sering dianggap sebagai pion Kalla dalam sejumlah program-program pemerintah yang menjadi obsesi Kalla. Sudirman Said tidak dianggap berkontribusi mengurangi subsidi BBM tetapi justru dianggap telah mempersulit rakyat. Juga dengan rencana kenaikan tarif listrik. Nama Sudirman juga tercoreng dalam hal negosiasi pemerintah dengan Freeport Indonesia. Sudirman termasuk menteri yang sering membuat kegaduhan, meskipun obsesinya mulia seperti membongkar mafia migas di tubuh Petral termasuk belakangan soal mengungkap politisi pencatut nama Jokowi-JK dalam negosiasi dengan Freeport.
16. Sementara, selain tidak punya dukungan politik, Thomas Lembong, Menteri Perdagangan pendatang baru justru menciptakan destabilitas dengan kebijakan impor garam dan bersitegang dengan Menteri KKP Susi Pujiastuti. Kegaduhan yang diciptakan Lembong sempat membuat kinerja kabinet terganggu. Apalagi, selain soal impor garam, Lembong juga melakukan impor beras, yang justru kontraproduktif dengan gagasan swasembada pangan, prioritas Jokowi. Arif Yahya dan Rudiantara juga tidak menunjukkan prestasi yang membanggakan. Sekali lagi, karena mereka diangkat karena kompetensinya, semestinya kinerja menteri-menteri non  parpol bisa melampaui kinerja menteri dari partai politik. Tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Menteri Kesehatan, Nila F Moeluk, meski profesional tetapi tidak memiliki kepemimpinan memadai untuk menjadi menteri. Selain tidak memiliki dukungan politik, Nila F. Moeluk tidak memiliki terobosan dalam pemajuan hak atas kesehatan bagi rakyat. Layanan kesehatan yang diotonomikan ke daerah otonom, sudah berjalan sebagai tugas rutin yang tidak tampak peran nyata Menkes. Selain tidak adanya dukungan politik kuat, komunikasi politik yang buruk dengan masyarakat yang menjadi korban asap membuat Nila F. Moeluk menjadi bulan-bulanan karena dianggap tidak memiliki empati pada korban asap. 
17. Pada tingkat Menteri Koordinator, Jokowi-JK tampaknya memilih orang-orang  yang kurang tepat. Menkopolhukam Luhut Panjaitan, memiliki pengaruh yang melampaui kewenangan sebagai seorang Menko. Posisinya yang sangat kuat seringkali justru mengganggu dinamika di dalam kabinet. Tetapi, meski powerfull, Luhut gagal memimpin penanganan bencana asap, Luhut juga tidak mampu mengendalikan menteri-menteri di bawah koordinasinya, khususnya dalam hal pembahasan RUU dan penegakan hukum, serta penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Menteri Puan Maharani, adalah satu-satunya Menko yang berasal dari partai politik. Puan banyak mengalami kegagalan dalam memimpin. Selain dalam hal penanganan asap, Puan belum mampu mengkoordinasi menteri-menteri di bawahnya. Meski tidak masuk 10 besar terburuk, karena besarnya skor variabel dukungan politik untuk Puan, tetapi sebagai seorang Menko, kinerja Puan masih di bawah rata-rata. Jika indikator variebal dukungan politik dikeluarkan, maka Puan yang sebelumnya di peringkat 27, melorot tajam menjadi peringkat 35, terburuk ke 3 dari bawah.

18. Sementara, dua Menko pendatang baru, yakni Darmin Nasution dan Rizal Ramli, sekalipun keduanya merupakan orang-orang mumpuni tetapi menjabat di waktu yang tidak tepat. Darmin Nasution bersama Menkeu Bambang Brodjonegoro belum lulus ujian dalam hal menjaga nilai tukar rupiah dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berbagai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkannya, masih belum menunjukkan hasil. Jika ada pengaruh pada penguatan rupiah, hal itu disebabkan karena faktor eksternal, dimana Bank Sentral Amerika masih belum meningkatkan suku bunga dalam negerinya. Sementara, jurus “Rajawali Ngepret” Rizal Ramli yang ditujukan untuk mengawal terobosan-terobosan Rizal justru hanya membuat kegaduhan politik di kabinet. Terobosan Rizal masih terbatas mengganggu pihak-pihak yang selama ini berada di zona nyaman, tetapi belum menjadi solusi untuk negeri. Rizal masih lebih cocok menjadi pegiat LSM atau pengamat dibanding menteri. Bahkan Rizal Ramli gagal dalam mengkoordinasi menteri-menteri di bawah koordinasinya. Pembangkangan Menteri Jonan dan Menteri ESDM atas Rizal Ramli adalah yang paling mencolok. Peringkat Rizam Ramli, meski populer, tetapi minus pada variabel dukungan politik dan kepemimpinan.
19. Partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi yang harus berperan penting dalam menjaga dan menjalankan proses demokratisasi. Keberadaan menteri-menteri yang berasal dari partai politik, dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi terhadap partai politik atas dukungan yang diberikan kepada pemerintah. Mengangkat menteri yang berasal dari profesional (non partai politik) merupakan langkah yang berani sekaligus mengandung resiko yang tidak kecil. Ketiadaan dukungan partai politik, menjadikan menteri non-partai politik rentan terhadap gangguan politik di tingkat parlemen, karena sistem presidensial Indonesia yang tidak kokoh. Sejauh ini, menteri-menteri non parpol menggunakan politik pencitraan sebagai barikade dari gangguan politik parlemen dan untuk memperoleh dukungan publik. 
Kesimpulan 

1. Dari studi yang dilakukan, SETARA Institute menemukan 10 menteri berkinerja terbaik, dengan komposisi 7 menteri berlatar belakang parpol dan 3 menteri berlatar belakang profesional. Temuan ini menunjukkan bahwa pilihan Jokowi-JK untuk memilih menteri parpol dengan kategori profesional terbukti berkontribusi pada kinerja kabinet kerja di tahun I. Dua menteri/pejabat setingkat menteri asal parpol yang memiliki kinerja buruk adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dan Jaksa Agung H.M. Prasetyo. Yasonna bermain politik dalam kisruh partai dan Prasetyo terkikis integritasnya karena kasus yang melilit Patrice Rio Capella. Dua menteri asal PDIP dan Nasdem ini bahkan masuk dalam 10 peringkat menteri dengan kinerja buruk.

2. Studi ini menemukan bahwa menteri-menteri non parpol yang populer di media dan pada tangga survei seperti Ignatius Jonan, Khofifah Indar Parawansa, tidak masuk pada peringkat 10 besar menteri terbaik karena minimnya dukungan pada variabel dukungan politik. 

3. Pada 10 menteri dengan kinerja terburuk, terdapat 2 menteri asal parpol dan 8 menteri non parpol. Pada tingka Menteri Koordinator, terdapat Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator berkinerja buruk. Sementara meski tidak masuk 10 besar Menteri Koordinator terburuk, Luhut B Panjaitan, Darmin Nasution dan Puan Maharani juga tidak menduduki peringkat yang signifikan.
4. Dalam konstruksi sistem presidensial, sejatinya menteri-menteri memperoleh privelege proteksi politik kuat dari presiden dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai pembantu presiden. Akan tetapi, karena sistem presidensial Indonesia yang tidak kokoh, telah menjadikan variabel dukungan politik sebagai aspek yang signifikan dimiliki seorang menteri. Dengan nalar ini, maka merekrut menteri-menteri yang berasal dari partai-partai politik adalah pilihan tepat, meski tetap harus dipastikan kompetensinya. Tetapi isu kepatuhan ganda menteri-menteri berlatar belakang politik juga menjadi isu utama pengawasan, yakni memastikan kinerja dan anggaran kementerian tidak menjadi sumber daya politik untuk membiayai aktivitas partai politik darimana ia berasal.

5. Pada saat yang bersamaan, menteri-menteri berlatar belakang profesional (baca: tidak berlatar belakang partai politik) juga mengalami risiko besar yang potensial mengganggu kinerja kabinet, karena atas nama menjalankan fungsi legislasi, bugeting, dan pengawasan, gangguan politik parlemen akan selalui menghantui para menteri. Pengalaman yang dialami oleh Sudirman Said, Rini M Soemarno, Amran Sulaiman, Nina Muluk, Ignatius Jonan, menggambarkan situasi ini. Meski dianggap kompeten, tetapi tidak berdaya menghadapi gangguan politik parlemen. Para menteri non parpol juga sulit dideteksi kepada siapa sebenarnya kepatuhan mereka disandarkan. Apakah kepada presiden, wakil presiden, atau kalangan bisnis tertentu?

6. Sebagai sebuah organisasi, negara dan kabinet kerja membutuhkan stabilitas dan kondusivitas tinggi untuk dapat mencapai kinerja optimum menjalankan tugas untuk mencapai tujuan pembangunan. Keterbatasan Jokowi-JK dalam mengendalikan kabinetnya telah berulang kali membuat kegaduhan politik yang berdampak pada kinerja kabinet. Kegaduhan politik itu datang justru dari menteri-menteri non parpol.
Rekomendasi

1. Sebagai bagian dari kontribusi masyarakat sipil pada penguatan kabinet kerja, studi ini merekomendasikan agar menteri-menteri yang memiliki kinerja buruk dievaluasi dan menjadi fokus utama reshuffle. Jika pada reshuffle I Jokowi-JK fokus pada menteri-menteri bidang ekonomi, pada reshuffle II, Jokowi-JK didorong agar kembali melakukan perombakan pada menteri-menteri bidang ekonomi. Pada reshuffle II juga perombakan diarahkan pada menteri-menteri bidang politik hukum dan keamanan, utamanya pada posisi Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung.
2. Pada reshuffle II, Jokowi-JK juga didorong untuk memberikan perhatian pada menteri-menteri non parpol. Sebanyak 8 menteri non parpol menunjukkan kinerja buruk dan hanya 3 menteri non parpol yang berkinerja baik. Tetapi kinerja baik 3 menteri non parpol juga bukan tanpa catatan, karena itu jikapun tidak perlu di reshuffle, Jokowi-JK dapat memberikan perhatian khusus pada aspek-aspek yang menjadi catatan buruk 3 menteri non parpol yang masuk dalam peringkat 10 terbaik, yakni Susi Pujiastuti, Anis  Baswedan, dan Retno LP Marsudi. 
3. Sekalipun variabel dukungan politik menjadi penentu dalam kinerja kabinet, Jokowi-JK tidak perlu mengambil risiko tinggi dengan menyerahkan kursi-kursi menteri pada partai-partai politik tanpa kriteria tinggi dan seleksi yang ketat.

4. Jokowi-JK didorong untuk sungguh-sungguh menata stabilitas kerja Kabinet Kerja dengan tidak perlu menimbulkan kegaduhan-kegaduhan politik yang tidak perlu. Karena besarnya pengaruh dukungan politik pada kinerja menteri, maka peran Sekretaris Kabinet untuk memastikan dukungan politik parlemen sangat diperlukan. Seskab harus memainkan peran nyata memastikan kebijakan yang diambil kementerian bisa berjalan dan mendapat dukungan kuat parlemen. []
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